
 
 

 WALI KOTA MAKASSAR 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR 
    NOMOR 4 TAHUN 2026 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2025 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALI KOTA MAKASSAR, 
 

Menimbang  :   a. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan Dana Alokasi 

Khusus Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik dan ditindak lanjuti dengan Surat 

Kementarian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-

62/PK/2025 perihal Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer 

ke Daerah Tahun Anggaran 2026; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar obyek 

belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui 

perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan selanjutnya 

dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau ditampung dalam 

laporan realisasi anggaran; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Makassar 

Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 
 
 

Mengingat     :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar 

di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 7071); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2025 Nomor 727); 

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar 

Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
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Makassar Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 

(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6); 

13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 

31); 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan    : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2025 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. 

 

   Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun 

Anggaran 2026, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan perubahan karena 

kondisi tertentu dan pergeseran belanja pada perangkat daerah. 

  
 Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar. 
 

    Ditetapkan di Makassar 

    pada tanggal 11 Maret 2026   
 

  WALI KOTA MAKASSAR, 
 
       Ttd. 

 
 

    MUNAFRI ARIFUDDIN 
    Diundangkan di Makassar 

    pada tanggal 11 Maret 2026  
 

    SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR, 
 

    Ttd. 
  

 
A. ZULKIFLY  

 

     BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 4 
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Kota Makassar 11 Maret 2026 
 

WALI KOTA 
 

Ttd. 

 
 

MUNAFRI ARIFUDDIN 
 
Untuk informasi dan lampiran lengkapnya, dapat langsung mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kota Makassar. 


